BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan apa yang di uraikan dalam bab hasil penelitian dan

pembahasan maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Disparitas putusan hakim ini terjadi karena BD (17) tertangkap tangan
dalam sebuah razia di tempat hiburan malam memiliki ekstasi
sebanyak 5 butir, dan SY (16) tertangkap tangan memiliki narkoba
jenis shabu seberat 0,3gram, berdasarkan hasil tes urine SY positif
methapethamine (shabu). Sehingga terjadinya perbedaan putusan
karena berdasarkan hasil pengembangan penyidik dan barang-barang
bukti yang ada, maka hakim pun melihat dari segi tingkat perbuatan
hukum yang masing-masing tersangaka perbuat. Hal ini dilakukan
hakim dengan beberapa pertimbangan, misalnya sesuai hasil tes urine
dan asassement dari pihak medis serta kepemilikan barang bukti,
menjadi hal yang paling menentukan dalam penjatuhan putusan tindak
penyalahgunaan narkoba.

2. Hambatan yang didapati hakim saat mengambil putusan agak sulit,
dikarenakan disparitas putusan hakim pada tindak pidana narkoba oleh
anak tentang adanya putusan penjara dan putusan rehabilitasi bagi para
pelakunya. Maka disinilah dilihat apakah seorang hakim mampu
melakukan keadilan tersebut. Pada saat menjalankan fungsinya hakim

dengan pihak lain baik terdakwa, saksi, jaksa penuntut umum maupun
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organisasi birokrasi peradilan termasuk dengan pranata dan lembaga
yang ada, sehingga secara langsung atau tidak langsung dapat
memberikan pengaruh pada hakim dalam mengambil keputusan,
seperti psikologis terhadap terdakwa yang masih masuk dalam
kategori anak di bawah umur dan juga hambatan datang dari jaksa
penuntut umum yang memberikan tuntutan hukuman maksimal, alat
bukti, saksi, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta

permohonan keluarga yang berdasarkan hasil asassement medis.

5.2 SARAN

1. Hakim sebagai perangkat utama dalam proses peradilan harus benar-
benar menegakkan independensi sebagai penegak hukum, tanpa
terpengaruh oleh intervensi pihak manapun. Hakim sebaiknya
menegakkan dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku dengan tetap
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

terdakwa selama proses peradilan.

2. Disparitas putusan hakim pada tindak pidana narkoba oleh anak harus
senantiasa memperhatikan faktor psikologi anak serta hak-hak anak

yang dilindungi oleh Undang-Undang.
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